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KATA PENGANTAR 
 

Untaian kalimat rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah 

Kota Cilegon Tahun 2019, telah selesai disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Kota Cilegon tahun 

anggaran 2018. Shalawat teriring salam kita sampaikan kepada uswatun 

hasanah baginda nabi besar Muhammad SAW. 

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 disusun dalam 

rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Wali Kota menyampaikan 

laporan kinerja pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Laporan ini juga disusun secara sistematis dengan berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Kami berupaya untuk terus melakukan perbaikan (continuous 

improvement) dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di 

lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, namun dalam pelaksanaanya kami 

menyadari bahwasanya penyusunan laporan ini tidak luput dari kesalahan dan 

kekurangan. Dari sisi laporan kami menyadari masih terdapat beberapa kendala 

yaitu pengukuran realisasi beberapa indikator kinerja yang ditetapkan 

Pemerintah Kota Cilegon masih bersifat angka sementara atau angka proyeksi, 

dikarenakan belum diterbitkan oleh Instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon 

sampai dengan proses penyusunan laporan ini berakhir. Sedangkan dari sisi 

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kami membutuhkan kritik 

dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kemajuan Pemerintah 

Kota Cilegon agar pencapaian visi “Terwujudnya Kota Cilegon Yang Unggul dan 

Sejahtera Berbasis Industri Perdagangan dan Jasa” dapat terwujud. 
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Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan saran serta dukungan sehingga penyusunan 

laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga laporan ini 

bermanfaat, semoga Allah SWT tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk 

dapat terus melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

30 Maret  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 
Peran akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi 

birorkrasi dengan fokus sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cilegon. akuntabilitas dalam hal ini memiliki 

makna sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik berbasis result oriented. 

 Sesuai dengan kontrak dalam Perjanjian Kinerja Kota Cilegon Tahun 

2019 terdapat 28 sasaran strategis dan 54 indikator kinerja utama sebagai tolak 

ukur kinerja pemerintah 

kota cilegon dengan 

capaian kinerja 25 (dua 

puluh lima) indikator 

termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan 

persentase 46,30%, 19 

(sembilan belas) indikator 

termasuk dalam kategori  Baik dengan persentase 35,19%, 2 (dua) indikator 

termasuk dalam kategori Cukup dengan persentase 3,70%, dan 8 (delapan) 

indikator termasuk dalam kategori Kurang Baik dengan persentase sebesar 

14,81%. Berikut ini adalah rincian capaian kinerja masing-masing indikator : 

 

Tabel Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2019 

NO INDIKATOR RPJMD SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN KETERANGAN 

1 Cakupan Kasus 
Ketenagakerjaan yang 
diselesaikan 

% 100 88 88% BAIK 

2 Tingkat penempatan tenaga 
kerja 

% 52,01 23,64 45% KURANG BAIK 

3 Proporsi Usaha Kecil 
terhadap Usaha Mikro & Kecil 

% 45 1,9 4% KURANG BAIK 

URAIAN 
KATEGORI PENILAIAN 

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG BAIK 
MISI 1 3 4 0 3 
MISI 2 5 1 0 3 
MISI 3 9 4 0 0 
MISI 4 0 3 2 1 
MISI 5 8 7 0 1 

JUMLAH 25 19 2 8 
 46,30% 35,19% 3,70% 14,81% 
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NO INDIKATOR RPJMD SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN KETERANGAN 

4 Proporsi Koperasi Aktif 
terhadap Jumlah Seluruh 
Koperasi 

% 71,64 73,60 103% SANGAT BAIK 

5 Peningkatan produktivitas 
pertanian, peternakan, dan 
perikanan 

% > 8 % -2,35 -29% KURANG BAIK 

6 Skor Pola Pangan Harapan Poin 90,7 90,1 99,3% BAIK 

7 Laju PDRB ADHK sektor 
industri pengolahan 

% > 4,40 5,03 114,3% SANGAT BAIK 

8 Laju PDRB ADHK sektor 
perdagangan 

% > 5,69 7,73 136% SANGAT BAIK 

9 Laju PDRB ADHK sektor jasa % > 5,49 5,35 97,4% BAIK 

10 Pertumbuhan realisasi 
investasi 

% > 5,75 4,55 79% BAIK 

11 Persentase Pemanfaatan 
Ruang yang sesuai dengan 
peruntukkannya 

% 90 99,97 111% SANGAT BAIK 

12 Tingkat kesesuaian penataan 
bangunan dan lingkungan 

% 11 8,8 80% BAIK 

13 Cakupan pelayanan 
persampahan 

% 61 69,88 115% SANGAT BAIK 

14 Proporsi RTH Publik terhadap 
luas wilayah Kota Cilegon 

% 10 4,32 43% KURANG BAIK 

15 Persentase Luasan kawasan 
kumuh  yang ditangani 

Ha 35 57,94 166% SANGAT BAIK 

16 Persentase permukiman yang 
memiliki prasarana, sarana 
dan utilitas umum sesuai 
standar 

% 35 NA NA KURANG BAIK 

17 Indeks Kualitas Udara poin 80 37,88 47% KURANG BAIK 

18 Indeks Kualitas Air  poin 35 35,71 102% SANGAT BAIK 

19 Proporsi luasan tutupan 
vegetasi di Kota Cilegon 

persen 64,8 69,72 108% SANGAT BAIK 

20 Rata-rata lama sekolah Tahun 10,67 9,74 91% BAIK 

21 Harapan lama sekolah Tahun 14,43 13,15 91% BAIK 

22 Pemenuhan SPM 
penyelenggaraan pendidikan 

% 90 100,09 111% SANGAT BAIK 

23 Angka Harapan Hidup Tahun 66,30 66,60 100,45% SANGAT BAIK 

24 Indeks Kepuasan Masyarakat 
di bidang pelayanan 
kesehatan 

Poin 81 77,96 96,25% BAIK 

25 Tingkat partisipasi 
masyarakat  dalam olahraga 

% 55 68,75 125% SANGAT BAIK 

26 Tingkat partisipasi pemuda 
dalam pembangunan 

% 45 80 177,78% SANGAT BAIK 

27 Proporsi penanganan PMKS % > 29 25,83 89,07% BAIK 
28 Cakupan penanganan rumah 

tangga sasaran 
% >90 96,41 107,12% SANGAT BAIK 

29 Tingkat pertumbuhan alamiah 
penduduk 

% < 3 0,86 171,33% SANGAT BAIK 
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NO INDIKATOR RPJMD SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN KETERANGAN 

30 Peningkatan kualitas 
keluarga 

% > 15 15,8 105,33% SANGAT BAIK 

31 Tingkat perwujudan Kota 
Layak Anak 

% 60 68,3 114% SANGAT BAIK 

32 Tingkat partisipasi 
perempuan dalam program 
pemerintah 

% 30 100 333% SANGAT BAIK 

33 Proporsi jalan dan jembatan 
dalam kondisi baik 

% 90 84,71 94,12% BAIK 

34 Tingkat pengembangan 
kapasitas jalan dan jembatan 

% >1,4 0,29 20,71% KURANG BAIK 

35 Proporsi penggunaan sarana 
transportasi umum 

% 35 26,09 74,54% CUKUP  

36 Tingkat pemenuhan 
kelengkapan prasarana 
perhubungan 

% 80 51,7 64,63% CUKUP  

37 Cakupan pelayanan air bersih % 86 75,72 88,05% BAIK 

38 Persentase luasan genangan 
(lebih dari 30 cm selama 2 
jam) yang yang ditangani 

% 60 54,54 90,90% BAIK 

39 Proporsi SKPD dengan nilai 
LAKIP minimal B 

% 45 60,53 134,51% SANGAT BAIK 

40 Proporsi SKPD yang memiliki 
maturitas SPIP level 3 
(Terdefinisi) 

% 60 70,27 117,12% SANGAT BAIK 

41 Tingkat kinerja pegawai (rata-
rata nilai SKP) 

% 86 84,79 98,59% BAIK 

42 Tingkat realisasi Belanja % > 90 88,32 98,13% BAIK 

43 Tingkat pertumbuhan PAD % > 15 11,82 78,80% BAIK 

44 Persentase aset daerah 
dalam kondisi baik 

% > 60 97,63 162,72% SANGAT BAIK 

45 Tingkat ketersediaan data 
sektoral daerah 

% 85 38,62 45,44% KURANG BAIK 

46 Ketersediaan dokumen-
dokumen perencanaan yang 
tepat waktu 

% 100 100 100% BAIK 

47 Rata-rata persentase hasil 
reses yang ditindaklanjuti 

% 100 100 100% BAIK 

48 Cakupan pemenuhan 
infrastruktur dan perangkat 
teknologi informasi dan 
komunikasi dalam konteks 
implementasi Smart City 

% 50 83,78 168% SANGAT BAIK 

49 Tingkat penetrasi masyarakat 
dalam pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi 

% 85 253,71 298% SANGAT BAIK 

50 Indeks Kepuasan Masyarakat 
pada Pelayanan Perijinan 

poin 80 79,37 99,21% BAIK 

51 Indeks Kepuasan Masyarakat 
pada Pelayanan Non 
Perijinan 

poin 78 78,55 100,71% SANGAT BAIK 

52 Tingkat pemenuhan dan 
penetrasi media informasi 
publik 

% 55 100 182% SANGAT BAIK 
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NO INDIKATOR RPJMD SATUAN TARGET REALISASI  CAPAIAN KETERANGAN 

53 Presentase penurunan kasus 
pelanggaran perda 

% > 5 7,3 146% SANGAT BAIK 

54 Indeks Resiko bencana tinggi/ 
sedang/ 
rendah 

Sedang sedang 100% BAIK 

 

Keseluruhan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian 54 

indikator tidak terlepas dari dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) tahun 2019. Secara umum dari struktur komponen Pendapatan dapat 

terealisasikan sebesar 93,92 dari target,  yaitu dari Rp. 1.881.449.605.475,-  

mampu terealisasi sebesar Rp. 1.766.963.880.139,-. Sedangkan pada 

komponen Belanja dari target sebesar Rp. 2.064.351.720.317,- di tahun 2019 

mampu direalisasikan sebesar Rp. 1.823.308.111.142,-atau dengan persentase 

capaian sebesar 88,32%.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 
 

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat, 

menjadikan reformasi birokrasi sebagai antitesa penyelenggaraan pemerintahan 

yang diharapkan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan upaya 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

sumber daya aparatur. Di dalam Road Map Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) 

sasaran utama yaitu : 1) terwujudnya  pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 

2) terwujudnya peningkatan kualitas  pelayanan publik kepada masyarakat, 3) 

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

Peran akuntabilitas kinerja birokrasi menjadi hal yang sangat penting 

sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa salah satu asas umum 

penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas ini menentukan setiap 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, Ukuran kinerja akuntabilitas 

menjadi penentu akhir persepsi masyarakat terhadap kesuksesan/kegagalan 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 

instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
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misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, 

yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan 

pelaporan kinerja. Sasaran yang diharapkan atas implementasi SAKIP adalah : 

1) Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat 

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi 

masyarakat dan lingkungannya;   

2) Terwujudnya  transparansi  instansi  pemerintah;   

3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional; dan  

4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Dalam tataran implementasi, Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk 

melakukan penyempurnaan SAKIP sehingga dapat meningkatkan fungsinya 

sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi Pemerintah Kota 

Cilegon menjadi akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan 

responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 

 
 

1.2. Maksud Dan Tujuan 
 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 

2019 adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon melalui sebuah media yang 

tepat, jelas, terukur dan akuntabel.  

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja  

Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 adalah untuk : 

1) Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan 
Pemerintah  Kota  Cilegon  sepanjang  pelaksanaan  RKPD  Kota  

Cilegon pada tahun anggaran 2018. 
2) Memberikan   informasi   capaian   kinerja   berupa   angka   capaian   

indikator-indikator sasaran misi yang terukur serta dapat 

memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Cilegon yang 
sesungguhnya. 

3) Memberikan berbagai informasi terkait capaian indikator kinerja sebagai 
bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan 
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perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan  yang berlaku, dalam rangka 

mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021; 
4) Sebagai salah satu proses evaluasi dalam sistem perencanaan,  

khususnya perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana  kerja 

tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). 

5) Sebagai salah satu instrumen reviu dan pengendalian terkait  
tatalaksana RPJMD 2016-2021 yang dapat digunakan sebagai basis 

data untuk penyusunan revisi RPJMD 2016-2021 mendatang. 
 

1.3. Dasar Hukum 
 

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 disusun 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858) 

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Cilegon Tahun 2010 Nomor 7); 

9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3); 

10) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021 (Lembaran 

Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4). 

11) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 
1.4. Sistematika Pelaporan 
 

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 terdiri dari 4 

(empat) bab yang secara umum memiliki sistematika penulisan sebagai berikut 
 
Bab  I  Pendahuluan 
 

Bab ini berisikan Latar Belakang penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, Maksud dan Tujuan, Dasar 

Hukum, Sistematika Pelaporan, Gambaran Umum Kota Cilegon, Potensi 

Kota Cilegon, Isu-Isu Strategis  Kota  Cilegon.  Dan  Hasil  Evaluasi  

Reformasi  Birokrasi  Tahun 2019  dan  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  

Kota  Cilegon  Tahun  2016  – 2021, 
 
Bab  II    Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 
 

Bab ini menceritakan tentang perencanaan kinerja Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang didalamnya berisikan Visi 

dan Misi, Arah dan Kebijakan Kota Cilegon, dan Perjanjian Kinerja Wali 

Kota Cilegon Tahun 2016-2021.  
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Bab  III  Akuntabilitas Kinerja 
 

Bab ini berisikan pengukuran capaian kinerja, yang terdiri dari 

perbandingan atas hasil capaian indikator dengan target tahunan 2017. 

Didalamnya memuat tentang apa yang menjadi faktor keberhasilan atau 

kegagalan capaian indikator disertai dengan pengungkapan atau 

disclosure dan data-data pendukung pencapaian masing-masing 

indikator. 

 

Bab  IV  Penutup 
 

Bab ini berisikan simpulan atau intisari utama ketercapaiaan kinerja 

pemerintah Kota Cilegon secara umum sepanjang tahun anggaran 

2019 beserta hal-hal yang direkomendasikan untuk menjadi fokus 

perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan tahun mendatang. 

 
1.5. Gambaran  Umum Kota Cilegon 
 

 Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di 

ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada awalnya 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan 

statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota 

Cilegon memisahkan dari pemerintahan induk Kabupaten Serang menjadi 

kotamadya atau menjadi daerah otonom yang secara yuridis ditetapkan melalui 

Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan kotamadya 

diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai kota 

industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota 

Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur 

kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat 

berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan 

Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya  dan Industri Straegis Nasional Krakatau 

Steel. 
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Gambar 1.1 Gapura Selamat Datang Kota Cilegon 
 

1.5.1. Wilayah Administratif 
 
 

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau jawa dan juga Provinsi 

Banten, yaitu terletak antara 105°54’05” - 106°05’11” Bujur Timur dan 5°52’24” - 

6°04’07” Lintang Selatan yang dibatasi oleh : 

 

Sebelah Barat : Selat Sunda 

Sebelah Utara : Kec. Pulo Ampel  (Kabupaten Serang) 

Sebelah Timur : Kec. Bojonegara dan Kec. Kramatwatu 

(Kabupaten Serang) 

Sebelah Selatan : Kec.Waringin kurung, Kec. Mancak dan Kec. 

Anyer (Kabupaten Serang) 

 

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung 

sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5º 52’ 24” – 6º 04’ 07” 

Lintang Selatan (LS) dan 105º 54’ 05” – 106º 05’ 11” Bujur Timur (BT). Batasan 

ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 

luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah 

dimekarkan menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, 
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Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 

kelurahan. 
 
Tabel 1.1 Wilayah Administratif Kota Cilegon Per Kecamatan Tahun 2019 

 

Kecamatan 
Luas JUMLAH 

km² % Kelurahan RT RW 
Ciwandan 51.81 29.52 6 121 29 
Citangkil 22.98 13.09 7 198 52 
Pulomerak 19.86 11.32 4 131 28 
Purwakarta 15.29 8.71 6 134 40 
Grogol 23.38 13.32 4 105 28 
Cilegon 9.15 5.21 5 109 31 
Jombang 11.55 6.58 5 174 43 
Cibeber 21.49 12.24 6 161 38 

Kota Cilegon 175.51 100 43 1133 288 

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon, 2019 
	

 
1.5.2. Karakteristik Geografis Daerah 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cilegon ditetapkan 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diidentifikasikan sebagai pusat 

kegiatan industri, pengolahan, dan simpul transportasi dengan cakupan 

pelayanan nasional meliputi beberapa kabupaten/kota yang berada dalam 

pengaruh Kota Cilegon. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Kota Cilegon 

merupakan pusat utama untuk Kawasan Strategis Nasional Bojonegara – 

Merak-Cilegon dan sekitarnya, di mana sektor unggulan kawasan ini adalah 

industri, pelabuhan, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, dan 

pertambangan. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon 

masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan 

membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah 

kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis 

pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter 

wilayah Kota Cilegon. Hal tersebut diperkuat pula dalam amanat RTRW 

Provinsi Banten, dimana Kota Cilegon terletak di Wilayah Kerja Pembangunan 

(WKP) II, yang mempunyai arti strategis bagi seluruh wilayah Banten. Kota 
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Cilegon, bersama dengan Kota Serang dan Kabupaten Serang berfungsi 

sebagai pemacu dan pusat pertumbuhan utama bagi wilayah hinterland 

sekitarnya dengan kegiatan perekonomian terdiri dari industri, pelabuhan, 

pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan, 

pertambangan, dan jasa. Fungsi Kota Cilegon sebagai pusat pertumbuhan tidak 

dapat dilepaskan dari peran PT. Krakatau Steel yang alokasinya dalam RTRW 

Provinsi Banten diunggulkan menjadi penggerak utama kegiatan industri di 

Provinsi Banten. Kawasan PT. Krakatau Steel dan sekitarnya ini pun kemudian 

direncanakan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh 

Provinsi Banten dan PLTU Suralaya serta Waduk Krenceng sebagai Kawasan 

Strategis Provinsi. 

Kota Cilegon sebagai salah satu PKN dan pusat pertumbuhan wilayah 

Provinsi Banten, sebagaimana dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2009–

2029, Kota Cilegon lebih diarahkan pada pengembangan kelompok industri 

besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan. Dalam realisasinya, 

kawasan industri yang ada telah bertumbuhkembang dan sekaligus berperan 

sebagai pembentuk utama perekonomian Kota Cilegon. Peran sektor industri 

di Kota Cilegon juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian Provinsi 

Banten. Sebagai pusat permukiman dengan segenap fasilitas dan jasa 

perkotaan yang tersedia, Kota Cilegon merupakan orientasi pergerakan bagi 

wilayah di sekitarnya, seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten 

Pandeglang dan Kabupaten Lebak. 

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah andalan bagi Provinsi 

Banten dalam sektor industri yang berskala nasional maupun yang sudah 

berorientasi ekspor. Kondisi ini merupakan suatu potensi yang perlu untuk 

dipertahankan bahkan dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. 

Selain potensi industri yang berskala nasional, Kota Cilegon juga memiliki 

potensi yang berbasis pada masyarakat menengah yang dapat dikembangkan 

untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. 

 

1.5.3. Organisasi Perangkat Daerah 
 

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai 
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dengan kewenangan dan urusannya, Pemerintah Kota Cilegon telah 

membentuk 3 perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Umum Daerah) dengan 

peraturan yang lama, dan 35 perangkat daerah (2 Sekretariat, Inspektorat, 20 

Dinas, 4 Badan dan 8 Kecamatan) dengan bentuk kelembagaan yang 

disesuaikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Sehingga 

total perangkat daerah di Kota Cilegon berjumlah 38 Perangkat Daerah. 

Tabel 1.2 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Cilegon 

No Organisasi Perangkat Daerah Tipe 
1  Sekretariat Daerah Tipe B 
2  Sekretariat DPRD Tipe B 
3  Inspektorat Tipe B 
4  Dinas Pendidikan; Tipe A 

 UPT Satuan Pendidikan SMP 1  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 2  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 3  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 4  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 5  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 6  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 7  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 8  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 9  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 10  
 UPT Satuan Pendidikan SMP 11  

5  Dinas Sosial; Tipe A 
 UPT Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  

6  Dinas Perhubungan; Tipe A 
 UPT Parkir  
 UPT Terminal  

7  Dinas Lingkungan Hidup; Tipe A 
 UPT Pengelolaan Sampah Wilayah I  
 UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II  
 UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III  
 UPT Pengelolaan Sampah Wilayah IV  
 UPT Tempat Pemrosesan Sampah Akhir dan Instalasi 

Penolahan Lumpur Tinja 
 

8  Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Tipe A 
9  Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, dan KB; Tipe A 

 UPT KB   
 UPT PPPA  

10  Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian; Tipe A 
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No Organisasi Perangkat Daerah Tipe 
 UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan  
 UPT Budidaya Ikan Tawar  
 UPT Kawasan Pertanian Terpadu dan Penyuluhan  

11  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tipe A 
12  Dinas Kesehatan; Tipe B 

 UPT Laboratorium Kesehatan  
 UPT Pusat Layanan Gawat Darurat Terpadu  
 UPT Puskesmas Cibeber  
 UPT Puskesmas Cilegon  
 UPT Puskesmas Jombang  
 UPT Puskesmas Citangkil  
 UPT Puskesmas Ciwandan  
 UPT Puskesmas Purwakarta  
 UPT Puskesmas Grogol  
 UPT Puskesmas Pulomerak  
 UPT JPKM  

13  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Tipe B 
 UPT Laboratorium dan Alat Berat  

14  Dinas Perdagangan, dan Perindustrian; Tipe B 
 UPT Pasar Kranggot   
 UPT Pasar Merak  
 UPT Pasar Blok F  
 UPT Metrologi Legal  

15  Dinas Pemuda dan Olahraga; Tipe B 
 UPT Pusat Olahraga dan Pemusatan Latihan Cabang Olah 

Raga Binaan  
 

16  Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B 
17  Satuan Polisi Pamong Praja; Tipe B 
18  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Tipe C 
19  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; Tipe C 

 UPT Pengelolaan Dana Bergulir  
20  Dinas Tenaga Kerja; Tipe C 

 UPT Balai Latihan Kerja  
21  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Tipe C 
 UPT Balai Budaya  

22  Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah;dan Tipe C 
23  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tipe C 
24  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Tipe A 

 UPT Pajak Daerah Wilayah I  
 UPT Pajak Daerah Wilayah II  
 UPT Pajak Daerah Wilayah III  
 UPT Pajak Daerah Wilayah IV  

25  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Tipe A 
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No Organisasi Perangkat Daerah Tipe 
26  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;dan Tipe B 

 UPT Data dan Informasi Kepegawaian  
27  Rumah Sakit Umum Daerah* - 
28  Badan Penanggulangan Bencana Daerah* - 
29  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* - 
30  Kecamatan Cibeber  Tipe A 

 Kelurahan Cibeber  
 Kelurahan Bulakan  
 Kelurahan Cikerai  
 Kelurahan Kedaleman   
 Kelurahan Karang Asem  
 Kelurahan Kalitimbang  

31  Kecamatan Purwakarta Tipe A 
 Kelurahan Kotabumi  
 Kelurahan Kebon Dalem  
 Kelurahan Pabean  
 Kelurahan Tegalbunder  
 Kelurahan Ramanuju  
 Kelurahan Purwakarta  

32  Kecamatan Ciwandan  Tipe A 
 Kelurahan Banjarnegara  
 Kelurahan Tegalratu   
 Kelurahan Randakari   
 Kelurahan Kepuh  
 Kelurahan Kubang Sari  
 Kelurahan Gunung Sugih  

33  Kecamatan Citangkil  Tipe A 
 Kelurahan Citangkil  
 Kelurahan Samangraya  
 Kelurahan Kebonsari  
 Kelurahan Warnasari  
 Kelurahan Taman Baru  
 Kelurahan Lebak Denok  
 Kelurahan Deringo  

34  Kecamatan Cilegon  Tipe B 
 Kelurahan Ciwaduk  
 Kelurahan Bendungan  
 Kelurahan Bagendung  
 Kelurahan Ketileng  
 Kelurahan Ciwedus  

35  Kecamatan Jombang  Tipe B 
 Kelurahan Gedong Dalem  
 Kelurahan Masigit  
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No Organisasi Perangkat Daerah Tipe 
 Kelurahan Panggungrawi  
 Kelurahan Sukmajaya  
 Kelurahan Jombang Wetan  

36  Kecamatan Grogol  Tipe B 
 Kelurahan Rawaarum  
 Kelurahan Kotasari  
 Kelurahan Gerem  
 Kelurahan Grogol  

37  Kecamatan Pulomerak Tipe B 
 Kelurahan Suralaya  
 Kelurahan Lebakgede  
 Kelurahan Mekarsari  
 Kelurahan Tamansari  

Sumber : Perda Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 
 
1.5.4. Aparatur Sipil Negara 

 
Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon 

baik pegawai struktural maupun fungsional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) sampai dengan akhir desember tahun 2019 berjumlah 5.025 orang, 

dengan komposisi didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 3036 orang atau 

sebesar 60,42% sedangkan laki-laki sebanyak 1989 orang atau sebesar 

39,58%. Dari segi kepangkatan / golongan Jumlah terbanyak berada pada 

Golongan III.b sebanyak 1.160 orang terdiri dari 756 perempuan dan 404 laki-

laki.  

 

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang / Pangkat 

No Golongan Ruang/Pangkat Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I/b( Juru Muda Tk.I ) 1 1 2 
2 I/c( Juru ) 5 0 5 
3 I/d( Juru Tk.I ) 15 0 15 
4 II/a( Pengatur Muda ) 22 3 25 
5 II/b( Pengatur Muda Tk.I ) 139 23 162 
6 II/c( Pengatur ) 178 131 309 
7 II/d( Pengatur Tk.I ) 91 62 153 
8 III/a( Penata Muda ) 139 361 500 
9 III/b( Penata Muda Tk.I ) 404 756 1160 

10 III/c( Penata ) 381 582 963 
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No Golongan Ruang/Pangkat Laki-laki Perempuan Jumlah 

11 III/d( Penata Tk.I ) 287 373 660 
12 IV/a( Pembina ) 178 337 515 
13 IV/b( Pembina Tk.I ) 125 392 517 
14 IV/c( Pembina Utama Muda ) 20 10 30 
15 IV/d( Pembina Utama Madya ) 0 3 3 
16 IV/e( Pembina Utama ) 4 2 6 

Jumlah 1989 3036 5025 
Sumber : BKPP (2020) 

 

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai PNS di Kota Cilegon di dominasi 

dengan pendidikan S1 yang berjumlah 2743 (55.45%), pendidikan S2 sebesar 

714 orang (14.43%), pendidikan SLTA sebesar 579 orang (11.70%) dan 

Pendidikan D3 516 orang (10.43%). 

 

Tabel 1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
NO  PENDIDIKAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH  

1 SD                 12                 36                 48  
2 SLTP                 40                   4                 44  
3 SLTA                412                132                544  
4 D1                    -                   9                   9  
5 D2                 40                 71                111  
6 D3                111                439                550  
7 D4                 19                 43                 62  
8 S1                959             1.931             2.890  
9 S2                396                371                767   

Jumlah            1.989             3.036             5.025   
Sumber : BKPP (2020) 

 
 
 

1.5.5. Demografi Kota Cilegon 
 

Penduduk Kota Cilegon berdasarkan Basis Data Kependudukan  pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebanyak 

423.362 jiwa, dimana terjadi pertambahan penduduk sebesar 6.496 jiwa dari 

tahun sebelumnya (2018 = 416.866 jiwa), sehingga pertumbuhan penduduk Kota 

Cilegon dari 2018 ke 2019 adalah sebesar 1,56 persen. 



 

 
  

14 

 

 
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2019 

 
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan 

Penduduk Per Tahun  
(2018-2019) (%) 2018 2019 

1 Cibeber 54.378 55.767 2,55% 
2 Cilegon 45.062 45.780 1,59% 
3 Pulomerak 47.538 47.517 -0,04% 
4 Ciwandan 47.899 48.418 1,08% 
5 Jombang 64.401 65.808 2,18% 
6 Gerogol 41.863 42.132 0,64% 
7 Purwakarta 41.262 41.499 0,57% 
8 Citangkil 74.463 76.441 2,66% 

Kota Cilegon 416.866 423.362  1,56%  
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020 

 

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari Tahun 2018-

2019, terjadi penambahan jumlah penduduk di Kecamatan Citangkil (0,88%), 

kecamatan cibeber (0,84%), kecamatan jombang (0,72%), kecamatan cilegon 

(0,53%), kecamatan ciwandan (0,36%), kecamatan gerogol (0,21%), dan 

kecamatan purwakarta (0,19%), sedangkan yang mengalami pengurangan 

jumlah penduduk adalah kecamatan pulomerak (-0,01%). Kecamatan yang 

mengalami pertumbuhan penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Citangkil. 
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Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018-2019 

 
Kepadatan penduduk di Kota Cilegon tahun 2019 mencapai 2.412 

jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan 

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat 

kepadatan 5.698 jiwa/km2. 

Tabel 1.6  
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon  

Tahun 2018 dan 2019 

No Kecamatan 
Luas 

Wilayah 
(Km²) 

Tahun 2018 Tahun 2019 
Penduduk 

(Jiwa) 
Tingkat 

Kepadatan 
(Jiwa/Km²) 

Penduduk 
(Jiwa) 

Tingkat 
Kepadatan 
(Jiwa/Km²) 

1 Cibeber 21,49  54.378   2.530   55.767   2.595  
2 Cilegon 9,15  45.062   4.925   45.780   5.003  
3 Pulomerak 19,86  47.538   2.394   47.517   2.393  
4 Ciwandan 51,81  47.899   925   48.418   935  
5 Jombang 11,55  64.401   5.576   65.808   5.698  
6 Gerogol 23,38  41.863   1.791   42.132   1.802  
7 Purwakarta 15,29  41.262   2.699   41.499   2.714  
8 Citangkil 22,98  74.463   3.240   76.441   3.326  

Kota Cilegon 175,51 416.866 2.375     423.362 2.412   
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

	

Kecamatan Jombang sebagai wilayah terpadat sesuai dengan 

karakteristik kawasan dimaksud sebagai kawasan pemukiman dan juga 

berdekatan dengan berbagai pusat aktivitas ekonomi Kota Cilegon. Secara 
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keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk di Kota Cilegon meningkat sebesar 37 

jiwa per km2, dari 2.375 jiwa per km2  di tahun 2018 menjadi 2.412  jiwa per km2 

di 2019. 

Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan 

rendah yaitu sebesar 935 Jiwa/Km2 , yang juga merupakan wilayah terluas di 

Kota Cilegon, sekaligus sebagai wilayah industri yang minim penduduk dan 

permukiman. Secara peringkat, kepadatan penduduk dari kecamatan dengan 

tingkat kepadatan penduduk tertinggi hingga ke rendah adalah sebagai berikut : 

	
Gambar 1.4  

Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2019 menurut kecamatan 
 

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2019 jumlah Penduduk di Kota 

Cilegon masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 215.245 jiwa dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 208.117 jiwa. Pola demikian juga terjadi 

di dalam setiap kecamatan di Kota Cilegon sebagaimana terdeskripsi dalam 

gambar berikut. 
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Gambar 1.5  

Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019 
 
Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 

perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun 2019 sex 

rasionya sebesar 103,  yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat 

di Kecamatan Ciwandan dan Gerogol yakni sebesar 105, secara lengkap dapat 

dilihat pada table berikut. 

Tabel 1.7  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon  

Tahun 2019 

KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) SEX 

RATIO 
(%) LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 Cibeber  28.364   27.403   55.767  104 
2 Cilegon  23.191   22.589   45.780  103 
3 Pulomerak  24.077   23.440   47.517  103 
4 Ciwandan  24.849   23.569   48.418  105 
5 Jombang  33.324   32.484   65.808  103 
6 Gerogol  21.555   20.577   42.132  105 
7 Purwakarta  21.128   20.371   41.499  104 
8 Citangkil  38.757   37.684   76.441  103 
KOTA CILEGON 215.245 208.117 423.362 103 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) 
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Secara sex rasio, laki-laki masih menjadi penduduk dominan di Kota 

Cilegon namun secara pertumbuhan penduduk, penduduk perempuan memiliki 

nilai pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki 

selama tiga tahun terakhir. 

 

1.5.6. Indeks Pembangunan Manusia  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari 

tiga komponen ‘penilai’ kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen 

tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya 

manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia 

menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah 

dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai 

Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka 

Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan/Daya Beli 

Penduduk).  

 

Tabel 1.8 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2011 – 2019 

Indikator/ Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Harapan Hidup (tahun) 65,82 65,84 65,85 66,15 66,24 66,32 66,43 66,60 

Indeks angka harapan hidup (poin) 70,49 70,52 70,54 71,00 71,14 71,26 71,43 71,69 

Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,18 12,67 13,07 13,10 13,11 13,12 13,13 13,15 

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9,29 9,6 9,66 9,67 9,68 9,69 9,73 9,74 

Indeks pendidikan (poin) 64,80 67,19 68,51 68,62 68,68 68,74 68,91 68,99 

Daya Beli (ribu rupiah) 11.851 11.919 12.057 12.127 12.326 12.562 12.900 13.230 

Indeks daya beli (poin) 75,33 75,50 75,85 76,03 76,53 77,11 77,92 78,69 

IPM Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04 72,29 72,65 73,01 
Sumber : BPS Kota Cilegon, hasil olah 

	
Capaian IPM Kota Cilegon selalu membaik dalam 6 tahun terakhir, 

terutama yang paling signifikan adalah dari aspek daya beli. Indeks daya beli di 

Kota Cilegon mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan 

aspek lainnya, terutama dikarenakan tingkat pengahasilan yang cukup membaik 

serta harga barang dan jasa yang menurun sehingga kemampuan untuk 

melakukan konsumsi meningkat. 
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Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia indikator yang dilihat 

untuk melihat pencapaian tujuan tersebut adalah perkembangan Indek 

Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM Kota Cilegon berada pada 

73.01 naik 0.36 poin. Sementara itu, pada indeks kompositnya Indeks Pendidikan 

naik 0.09 poin dari 68.91 menjadi 68.99, Indeks Angka Harapan Hidup naik 0.26 

poin dari 71.43 menjadi 71.69, Indeks Daya Beli naik 0.77 poin dari 77.92 menjadi 

78.69. Secara grafik, dapat terlihat pada gambar berikut: 

	
Gambar 1.6 

Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2011-2019 beserta Indeks Kompositnya 
	

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, IPM 

Kota Cilegon menempati urutan ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Berikut Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon di antara 8 Kota di Provinsi Banten : 

Tabel 1.9 Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2012-2019 

Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kota Tangerang Selatan 77,68 78,65 79,17 79,38 80,11 80,84 81,17 81,48 
Kota Tangerang 74,57 75,04 75,87 76,08 76,81 77,01 77,92 78,43 
Kota Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04 72,29 72,65 73,01 
Provinsi Banten 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95 72,44 
Kota Serang 69,43 69,69 70,26 70,51 71,09 71,31 71,68 72,1 
Kab Tangerang 68,83 69,28 69,57 70,05 70,44 70,97 71,59 71,93 
Kab Serang 62,97 63,57 63,97 64,61 65,12 65,6 65,93 66,38 
Kab Pandeglang 60,48 61,35 62,06 62,72 63,4 63,82 64,34 64,91 
Kab Lebak 60,22 61,13 61,64 62,03 62,78 62,95 63,37 63,88 
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Secara grafik, perbandingan IPM Kota Cilegon dengan Kabupaten/Kota 

Lainnya di Provinsi Banten dapat terlihat pada gambar berikut : 

 

	
 

Gambar 1.7 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional 
 

	 IPM	
Kota	Cilegon	memiliki	kecenderungan	untuk	terus	naik,	dan	selalu	berada	di	atas	
aangka	IPM	Provinsi	Banten	dan	juga	Nasional	sebagaimana	terlihat	pada	gambar	
berikut	:	

	
Gambar 1.8 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional 
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1.6. Potensi Kota Cilegon 
Berdasarkan karakteristik wilayah geostrategis, beberapa potensi yang 

dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ya holistik diberbagai 

sektor strategis diantaranya adalah : 

1.6.1. Pengembangan industri dan pelabuhan.  

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri diinisiasi oleh kondisi 

pesisir pantai Selat Sunda yang sangat ideal bagi pengembangan 

kepelabuhanan terutama ditinjau dari topografi (kedalaman) pantai yang ideal 

bagi penambatan kapal besar dan karakteristik perairan yang relatif tenang 

(selat). Posisi pelabuhan sendiri dalam perkembangan industri memegang 

peranan yang sangat sentral sebagai fasilitas utama dalam menunjang 

pergerakan barang dan produksi baik itu lalu lintas bahan baku maupun produk 

industri. Kondisi topografis pantai ini pun ditunjang oleh peran Selat Sunda 

sebagai jalur pelayaran internasional sehingga aksesibilitas perairan Kota 

Cilegon sangat tinggi. Dengan panjang pantai yang membentang dari utara 

hingga selatan wilayah Kota Cilegon (sekitar 40,88 km atau sekitar 43,6% dari 

total keliling wilayah Kota Cilegon), industri dan pelabuhan merupakan aktivitas 

yang intensitasnya paling tinggi di mana sekitar 52,3% dari panjang garis pantai 

telah terisi oleh kegiatan tersebut.  
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Gambar 1.9 Pelabuhan Pelindo Ciwandan 
1.6.2. Pengembangan Perumahan.  

Sebagai efek berganda dari pertumbuhan aktivitas perkotaan yang 

disertai dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan 

akan hunian pun semakin meningkat. Banyaknya commuter luar kota yang 

bekerja di Kota Cilegon 

harus dapat dimanfaatkan 

oleh Pemerintah Daerah 

dengan mendorong 

pertumbuhan perumahan-

perumahan yang memenuhi 

kebutuhan berbagai segmen 

pekerja di perusahaan 

industri maupun jasa untuk 

‘mendekatkan’ tempat 

kerja dengan rumah tinggal.  

 

1.6.3. Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin meningkat 

seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu meningkatnya status pelayanan 

perkotaan Kota Cilegon sebagai service-city bagi daerah sekitarnya (Kabupaten 

Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastrutkur 

jalan sebagai penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan 

perumahan. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru 

yang diproyeksikan memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan 

perkotaan. D sisi lain, adanya pembangunan jalan lingkar utara yang diharapkan 

selesai pada akhir 2021 diharapkan dapat menambah dan memperluas pusat 

Gambar 1.10 
Kawasan Kota Cilegon Malam Hari 


